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5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011; 

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P 
Tahun 2011; 

7. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2013 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan 
Kementerian Perdagangan; 

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 
tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Perdagangan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 57/M-DAG/PER/10/2012; 

9. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan Nomor PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara 
Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan 
Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN 
BERJANGKA KOMODITI TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN 
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PIALANG 
BERJANGKA. 

 

Pasal 1 

(1) Pialang Berjangka wajib memenuhi ketentuan pelaporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang. 

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 

pada Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan. 

Pasal 2 

Para pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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